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ABSTRAK 

 Dalam skripsi ini, yang berjudul “Penghapusan Pasal 13A Undang-

Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-

Undang Tentang Cipta Kerja” berlandaskan penelitian yuridis normatif. 

Pembahasan dalam skripsi ini, akan difokuskan pada dua rumusan masalah. 

Pertama, Karakteristik Kealpaan dalam Pasal 13A Undang-Undang Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, Implikasi Penghapusan Pasal 

13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja. 

 Kealpaan dalam Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan merupakan karakteristik dari tindak pidana di bidang 

perpajakan dimana mengandung prinsip ultimum remidium. Hal ini karena di satu 

sisi pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan di sisi lain  pajak 

berasal dari wajib pajak yang adalah rakyat sehingga aspek pertama yang 

didahulukan dalam penyelesaiannya adalah mediasi. Dari hal ini lahir ketentuan 

Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

bahwa kealpaan wajib pajak terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan yang 

pertama kali diselesaikan melalui sanksi administrasi. Namun dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 13A Undang-

Undang Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini telah dihapus. 

Dengan menghilangkan karakteristik kealpaan wajib pajak dalam Pasal 13A 

Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kealpaan 

wajib pajak tersebut sama halnya seperti tindak pidana biasa. Dalam hal ini perlu 

dicantumkan kembali Pasal 13A tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena merupakan karakteristik tindak pidana di 

bidang perpajakan. 

Kata kunci : Kealpaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Ultimum 

Remidium, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUP. 
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ABSTRACT 

In this thesis entitled “Abolition of Article 13A of the Law on General Provisions 

and Tax Procedures in the Law on Job Creation” based on normative juridical 

research. The discussion in this thesis will discuss two problem formulation. First,  

the Characteristic of negligence in Article 13A of the Law on General Provisions 

and Tax Procedures. Second, the Implicationsof Eliminating Article 13A of the 

Law on General Provisions and Tax Procedures in the Law on Job Creation. 

Negligence in Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures 

is a characteristic of criminal acts in the taxation sector which contains the 

principle of ultimum remidium. This is because on the one hand taxes are a 

source of state income, while in the other hand taxes originating from taxpayers 

are the people so that the first aspect that takes precedence in settlement is 

mediation. From this, the provision of Article 13A of the Law on General 

Provisions and Tax Procedures was born that the relevant taxpayer submits a tax 

return which is first settled through administrative sanctions. However,, with Law 

Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Article 13A of the Law on General 

Provisions and Tax Procedures has been abolished. By eliminating the 

characteristics of taxpayers in Article 13A of the Law on General Provisions and 

Tax Procedures in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the 

taxpayer’s negligence is the same as an ordinary crime. In this case, it is 

necessary to reiterate Article 13A in Law Number of 2020 concerning Job 

Creation because it is a characteristic of crime in the taxation sector 

Key words: Tax Payer Negligence, Tax Return, Ultimum Remidium, Job 

Creation Act, KUP Law. 
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